
 

 

   

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI PADA 

KANTOR WALI NAGARI LUBUK TARANTANG  

TAHUN 2021 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) 

Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh: 

NILA GUSTINA SARI 

NIM.1730403063 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  

 BARUSANGKAR 

2022 M/ 1444 H

  



 

  

ii 

 

  



 

  

iii 

 



 

  

iv 

 

  



 

  

v 

 

 

ABSTRAK 

 

 Nila Gustina Sari, NIM 1730403063, (2022). Judul Skripsi: 

“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021” 
Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas 

Mahmud Yunus Negeri Batusangkar (UIN). 

 Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dan 

Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang Tahun 2021. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pemerintah 

Nagari Lubuk Tarantang hingga saat ini belum optimal dalam mensosialisasikan 

dan mempublikasikan realisasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagari kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang Tahun 2021. 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalalah deskriptif pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskriptif 

didapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar dan kriteria 

akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan yang terjadi 

di lapangan sesungguhnya. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi lengkap tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Nagari di Lubuk Tarantang Tahun 2021”   

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari Lubuk Tarantang 

sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

APBNagari sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam 

Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Secara umum, akuntabilitas dan transparansi 

sudah mulai di terapkan dengan baik, tapi masih ada beberapa indikator dari 

standar atau kriteria akuntabilitas dan transparansi yang masih belum di terapkan 

di Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang.  

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBNagari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kewenangan untuk 

mengurusi tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. 

Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola 

pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termaksuk di dalam 

nya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dari segi politis undang-

undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa)  

 Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang disebut otonomi daerah. 

Menurut syarif saleh, pakar politik otonomi daerah adalah hak mengatur dan 

memerintah daerah sendiri. Hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat 

(Majid, 2019 , hal. 261) Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah)  

 Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah 

pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang 

dicantumkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). APBD 

pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai  
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sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesehjahteraan 

masyarakat di daerah (Biduri, 2018, hal. 77)   

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala 

oleh sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk  meningkatkan layanan 

pada masyarakat pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip Good 

Government Governance (GGG), yang salah satunya adalah Akutabilitas 

(accountability) dan Transparansi (transparancy), penerapan prinsip good 

government governance sangat penting dalam membentukan tata pemerintah 

yang baik terutama dalam mengelola keuangan negara. 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawabkan, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah 

member amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. 

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan 

prinsip-prinsip akunyabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari 

pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan 

misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin 

penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan 

perundang-undang yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi 

pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) 

Harus jujur, objek, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik 

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 

public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini 

memberikan arti bahwa anggota masyrakat memiliki hak akses dan yang sama 

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup 

masyarakat banyak. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan 
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fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat 

pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting 

yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi 

lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan 

sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument 

penting yang dapat menyalamtkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 

(Riharjo, 2016, p. 3) 

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) mengharuskan agar pengelolaan 

keuangan desa dilakukan berdasarkan asas-asas trasparan, akuntabel dan 

partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa 

dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai dari tanggal 1 januari 

sampai tanggal 31 desember. Disamping itu, Pemendagri No 113 tahun 2014 di 

harapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena 

didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa 

melalui perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung 

jawaban.   

Nagari Lubuk Tarantang merupakan dibawah Kecamatan Kamang Baru, 

Kabupaten Sijunjung, yang mempunyai sumber Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari , dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi, Alokasi Dana 

Nagari dan Pendapatan lain-lain seperti Bunga Bank. Setiap penerimaan 

ditentukan oleh Kementrian Keuangan dan dana akan ditransfer oleh 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ditransfer 

ke rekening Nagari yang memperoleh Dana Nagari. 

 Sumber anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang 

secara keseluruhan terdiri dari Pendapatan antara lain Dana Desa sebesar 

Rp.1.277.609.910,00,- Bagian dari dana bagi hasil Pajak dan Retribusi 

Kabupaten sebesar Rp.24.221.100,00, Alokasi Dana Nagari sbesar Rp. 

761.139.205,00,- dan Bunga Bank sebesar Rp.3.250.009,00. Sehingga total 

keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Nagari Lubuk 

tarantang adalah sebesar Rp.2.066.220.215,00 
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Tabel 1 Laporan Realisasi APBNagari Lubuk Tarantang Tahun 2021 

No Uraian Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Lebih/ 

Kurang(Rp) 

1 PENDAPATAN 

Dana Desa 

Dana  Bagi Hasil Pajak  

Retribusi 

Alokasi Dana Nagari 

Bunga Bank 

 

1.260.591.000,00 

24.221.100,00 

 

739.312.000,00 

3.500.000,00 

 

1.277.609.910,00 

24.221.100,00 

 

761.139.205,00 

3.250.000,00 

  

17.018.910,00 

0,00 

 

21.827.205,00 

249.991,00 

Jumlah Pendapatan 2.027.624.100,00 2.066.220.215,00 38.596.115,00 

2 BELANJA 

Penyelenggaraan  

Pemerintah Nagari 

Pembangunan Nagari 

Pembinaan  

Kemasyrakatan Nagari 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Penanggulangan  

Bencana, Darurat dan 

Mendesak Nagari 

 

739.151.512,00 

 

746.277.357,00 

82.328.000,00 

 

169.735.000,00 

 

147.600.000,00 

 

731.661.888,00 

 

745.755.596,00 

82.328.000,00 

 

164.365.000,00 

 

147.600.000,00 

 

7.489.624,00 

 

522.400,00 

0,00 

 

5.370.000,00 

 

0,00 

Jumlah Belanja 1.855.091.869,00 1.871.710.000,00 16.618.131,00 

Surplus / (Defisit) 172.532.231,00 194.510.215,00 21.977.984,00 

Sumber Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang Tahun 2021 

 Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan yang diterima 

Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 adalah Anggaran sebesar Rp. 

2.027.624.100,00 dan realisasinya sebesar RP. 2.066.220.215,00,- Dana 

Desa yang di terima nagari yang di anggarkan sebesar Rp. 1.260.591.000,00 

dan realisasinya yang sebesar Rp.1.277.609.910,00,- dan Dana Bagi Hasil 

Pajak dan Retribusi yang dianggarkan dan ralisasinya diterima nagari sama 

besarnya  sebesar Rp. 24.221.100,00,- dan Alokasi Dana Nagari yang 

dianggarakan sebesar Rp. 739.312.000,00,- dan realisasinya sebesar 

Rp.739.312.000,00 sehingga menyebabkan kekurangan pendapatan sebesar 
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Rp. 761.139.205,00,- dan Bunga Bank yang diterima kurang dari yang di 

anggarkan sebesar Rp.249.991,00,- dari yang di anggarkan sebesar 

Rp.3.500.000,00. Jumlah anggaran belanja pada tahun 2021 sebesar 

Rp.1.855.091.869,00,-.  dan realisasinya lebih dari yang di anggarkan 

sebesar Rp.1.871.710.000,00 Jadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang tahun 2021 Surplus/ Kelebihan sebesar Rp. 

172.532.231,00,- dan terdapat  anggaran belanja yang tidak terealisasi 

sebesar Rp.16.618.131,00,- dari penjelasan dia atas dapat dilihat pendapatan 

dan belanaja nagari semakin besar jumlah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja yang dikelola oleh pemerintah nagari, maka seharusnya semakin 

tinggi keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah nagari dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Nagari dan APBNagari. Sedangkan yang di 

sampaikan pada wawancara dari bapak Sekretaris  Wali Nagari Lubuk 

Tarantang di bawah ini sebagai berikut. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Nagari Lubuk 

Tarantang, Bapak Zamzami pada tanggal pada tanggal 29 Maret 2021 

bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang,” nagari lubuk tarantang belum 

optimal dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Masyarakat. Dan ketebatasan 

SDM(Sumber Daya Manusia) pada lembaga-lembaga yang didanai oleh 

Nagari dalam mengelola,melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

anggaran.”  

Melihat permasalahan diatas, peneliti menganggap perlu ada sebuah 

penelitian lebih lanjut yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan 

yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan kekewatiran 

terjadinya ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan salah  kelola dana 

desayang diragukan banyak pihak selama ini dan untuk menciptakan 

pemerintah yang baik dan bersih dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Nagari.     
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 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik 

untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan Judul 

“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Nagari pada Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang Tahun 

2021”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan 

penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang 

tahun 2021 

2. Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang tahun 2021 

3. Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang tahun 2021 

C. Sub Fokus  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis meidentifikasi 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang tahun 2021? 

2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari Lubuk 

Tarantang? 

3. Bagaimana Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari Lubuk 

Tarantang? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini  adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk proses pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang tahun 2021. 
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2. Untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Belanja 

Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari 

Lubuk Tarantang. 

3. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan Pendapatan dan Belanja 

Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Nagari 

Lubuk Tarantang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku 

perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan guna untuk memecahkan 

masalah secara ilmiah. 

2. Bagi Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang 

Menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan laporan 

pertanggungjawaban realisasi anggarannya. 

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

Menjadi tambahan informasi dalam pembuatan laporan 

pertanggungjawaban realisasi anggaran dan juga menjadi referensi bagi 

penulis selanjutnya khususnya dijurusan Akuntansi Syariah. 

F. Definisi Istilah 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ, sehingga organisasi pemerintahan bisa berjalan 

efektif. Prinsip ini berhubungan dengan pengendalian terhadap hubungan 

organ-organ yang ada dalam organisasi pemerintahan meyadari tanggung 

jawab, wewenang, hak dan kewajibannya. Akuntabilitas adalah suatu bentuk 

pengawasan dan pengendalian terhadap prilaku pemerintah dalam 

menjalankan penyelengaraan pemerintah. 

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputasan dan keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menemukan infomasi 

materil dan relevan mengenai organisasi pemerintahan. Transparansi adalah 
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keterbukaan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah 

Nagari serta mengemukakan informasi materil relevan kepada masyarakat. 

Anggaran Pendapatan Belanja Nagari adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Nagari. Pendapatan Nagari adalah semua penerimaan 

nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak nagari dan tidak 

perlu dikembalikan oleh nagari. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran 

yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

akan diterima kembali.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori   

1. Pengelolaan Keuangan Desa 

Menurut pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapt 

dinilai dengan uang serta segala suatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada 

ayat (2) Dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. 

Menurut Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 Bab V bahwa 

pengelolaan keuangan desa meliput: perencanaan, pelaksanaan, penataan, 

pelaporan dan pertanggung jawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perencanaan  

 Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan kosistensis antara perencanaan, penggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015, p. 18)  

Mekanisme perencanaan menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 

adalah sebagai berikut: 

1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang 

APBDesa. Kemudian Sekretaris Desa Menyampaikan kepada Kepala 

Desa. 

2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala 

Desa kepada Bahan Pemusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih 

lanjut. 

3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan 

tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan
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4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati 

bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada 

Bupati/walikota melalui camat atau sabutan lain paling lambat tiga 

hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat 

mendeligasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes 

kepada camat atau sebutan lain. 

5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling 

lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan disitentang 

APBDes. Jika dalam 20 hari kerja Bupati/walikota tidak memberikan 

hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan 

sendirinya. 

6) Jika kepala desa melakukan peyempurnaan paling lambat 7 hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

7) Apabila Bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan 

peraturan desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka 

kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa tetap 

menetapkan rancanagan peraturan desa tentang APBDes menjadi 

peraturan desa, bupati/walikota mebatalkan peraturan desa peraturan 

desa dengan keputusan bupati/walikota. 

9) Pembatalan peraturan desa,sekaligus menyatakan berlakunya APBDes 

tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya 

dapat melaksanakan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaran 

pemerintah desa. 

10) Kepala desa memberhrntikan pelaksanaan peraturan desa paling 

lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa 

bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 
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b. Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan 

sebelumnya timbul transaksi peenerimaan dan pengeluaran desa. Semua 

penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua 

penerimaan dan pengeluaran desa hurus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah (Sujarweni, 2015, p. 19) 

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

sebagai berikut: 

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan 

desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. 

2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah 

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah 

desa. 

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan 

bupati/walikota 

4) Pengeluaran desa mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapaaat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes 

ditetapkan menjadi peraturan desa. 

5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat 

mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam 

peraturan kepala desa. 

6) Pengguna biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian 

anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. 

7) Pengadaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran 

biaya. 

8) Rencana anggaran biayadiverifikai oleh sekretraris desa dan disahkan 

oleh kepala desa. 
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9) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. 

10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran 

(SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima 

pengajuan SPP terdiri atas permintaan pembayaran (SPP), pernyataan 

tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.  

11) Berdasarkan SPP yang diverifikai sekretaris kepala desa kemudian 

kepala desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran 

danbendahara melakukan pembayaran. 

12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara. 

13) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 

pajak lainnya, wajib menyetorkan seeluruh penerimaan potongan dan 

pajak yang dipunutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Penatausahaan  

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya 

dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas 

umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan 

pertanggungjawaban bendahara. 

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa 

harus menetapkan bendehara desa. Penetapan bendahara desa harus 

dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan 

berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah prangkat desa 

yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, manatausahakan, membayar, dan mempertanggung-

jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 

2015, p. 35). 

Bendahara desa wajib mempertanggung-jababkan uang melalui 

laporan pertanggungjawaban. Laporan mempertanggung jawaban 

disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 
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10 bulan berikutnya. Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 laporan 

pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah: 

1) Buku Kas Umum 

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas 

yang menyakut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai 

maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankkan 

atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan 

sebagai sumber dokumen transaksi. 

2) Buku kas pembantu pajak  

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. 

3) Buku Bank 

Buku bank digunakan untuk membuat buku kas umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. 

d. Pelaporan  

Menurut perendagri No 113 tahu 2014 dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib: 

1) Menyampaikan laporan ralisasi APBDesa kepada bupati/walikota 

berupa; 

a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun bejalan. 

b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir 

bulan januari tahun berikutnya. 

2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

setiap akhir tahun tahun anggaran kepada bupati/walikota. 

3) Menyampaikanlaporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 

akhir masa jabatan kepada bupati/walikota. 

4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa 

secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 
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Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan pokok 

terdiri dari; (PPRI, 2013, pp. 27-30) 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/ daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dan realisasinya dalam satu priode pelaporan. 

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran 

terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. 

Masing-masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pendapata-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ 

Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya 

yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam priode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

b) Belanja adalah semua pengeluaran olehBendahara Umum Negara/ 

Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam priode thun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerntah. 

c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluarrannya uang oleh suatu 

entitas pelaporan daru/kepada entitas pelapran lain, termaksuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil. 

d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran 

yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu 

dibayar kembali dan/ atau diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup deficit atau memenfaatkan surplus anggaran. 
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2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan 

informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

3) Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur 

yang dicakup oleh nereca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. 

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Asset adalah sumber daya ekonomiyang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta 

dapat diukur dalam satuan uang, termaksuk sumber daya 

nonkeuangan yang dipeerlukan untuk penyediaan jasa bagi 

masyrakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. 

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiyan nya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

konomi pemerintah. 

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara asset dan kewajiban pemerintah. 

(1) Asset  

 Manfaaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam asset 

adalah potensi asset tersebut untuk memberikan sumbangan, 

baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional 

pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja 

bagi pemerintah. Asset disklasifikasi ke dalam asset lancar  dan 

nonlancar. Suatu asset diklasifikasi sebagai asset lancar jika 

diharapkan segara untuk dapat direalisasikan sebagai asset 

lancar jika diharapkan segara untuk direalisasikan atau dimiliki 
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untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

sejak tinggal pelaporan. Asset yang tidak dapat dimasukkan 

dalam criteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset nonlancar. 

 Asset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka 

pendek, piutang, dan persediaan. Asset non lancar mencangkup 

asset yang bersifat jangka panjang, dan  asset tak berwujud yang 

digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan 

pemerintah atau yang digunakan masyrakat umum. Asset 

nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, 

asset tetap, dan cadanagan, dan asset lainnya. 

 Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan 

dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan 

manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu priode 

akuntansi. Investasi nonpermanent antara lain investasi dalam 

Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek 

pembanguan, dan investai nonpermanent lainnya. Investasi 

permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi 

permanen lainnya. Asset tetap meliputi tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, asset 

tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan. Asset nonlancar 

lainnya diklasifikasikan sebagai asset lainnya. Termaksuk dalam 

asset lainnya adalah asset tak berwujud dan asset kerja 

sama(kementrian). 

(2) Kewajiban  

 Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah 

mempunyai kewajiban masa kini yang penyelesaiannya 

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa 

yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena 

kosekuesi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk 

bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban 

muncul antara lain karena pengguna sumber pembiayaan 
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pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas 

pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban 

pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pagawai yang 

bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. 

 Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak yang meningkat atau peraturan 

perundang-undang. Kewajiban dikelompokkan kedalam 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang 

diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah 

setelah tanggal pelapotan. Kewajiban jangka panjang adalah 

kelompok kewajiban yang penyelesainnya dilakukan setelah 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

(3) Ekuitas 

 Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 

selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal 

laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas 

pada Laporan Perubahan Ekuitas. 

4) Laporan Operasional 

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelolah oleh 

pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 

Unsure yang dicakup secara langsung dalam Laporan 

Operasional terdiri dari pendapat-LO, beban, transfer, dan pos-pos 

luar biasa. Masing-masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut; 

a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebgai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

b) Beban adalahkewajiban pemerintah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 
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c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran 1 

uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas 

pelaporan lain, termaksuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

d) Pos luar biasa adalah pendpatan luar biasa atau beban luar biasa 

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 

operasi biasa, tidak diharpkan sering atau rutin terjadi , dn berada 

di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

5) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir 

kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tetentu. 

Unsure yang dicangkup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berrikut; 

a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendhara 

Umum Negara/Daerah. 

b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari 

Bendahara Umum Negara/Daerah 

6) Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

7) Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuanga meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tetara dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Lapran 

Keuangan juga mencangkup informasi tentang kebijakan akuntansi 

yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 

harus dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 
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Pemerintah serta ungkapan-ungkpan yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas 

Laporan Keuangan Mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal 

berikut ; 

a) Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan 

Entitas Akuntansi. 

b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fisikal/keuangan dan 

ekonomi makro. 

c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun 

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target: 

d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang 

disajikan pada lembar muka laporan keuangan 

f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dlam 

lembar muka laporan keuangan. 

g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian 

yang wajar, yang tidak disjikan dalam lembar muka laporan 

keuangan.  

e. Pertanggung-jawaban  

Pemendagri No 113 tahun 2014 bahwa pertanggungjawaban terdiri  

dari: 

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APB Desa terdiri dari, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dn dilampiri. 

a) Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa tahun anggaran berkenaan.  
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b) Format laporan keuangan kekayaan milik desa per 31 desember 

tahun anggaran berkenaan. 

c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

masuk ke desa. 

2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai 

dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah 

akhir tahun anggaran berkenaan. 

 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 

a. Pengertian Anggaran Pendapatan Belajar Desa (APBDesa) 

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah 

pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk 

memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa 

kepada masyarakat dan pemerintah atas segala pengelolaan dana desa 

dan pelaksanaan dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program 

yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan desa (Sujarweni, 2015, p. 33) 

APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengundang 

prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung 

kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan (Sumpeno, 

2011, p. 213) 

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah 

desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakan antara 

pemerintah desa dan bdan musyawaratan desa yang berisi tentang 

belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah 

desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharaokan untuk 

menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang dipelukan 

perkiraan akan terjadi deficit atau surplus. APBDesa disusun dengan 

memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun 

sebelumnya (Rusmianto, Akuntansi Desa , 2016, p. 27) 
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Berdasarkn beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulakan 

bahwa APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa hasil 

kesepakatan pemerintah desa yang berisiperkiraan pendapatan dan 

belanja desa untuk mendukung kebutuhan program pembangunan 

desa bersangkutan. 

b. Fungsi Anggaran Desa  

 Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai 

(Sujarweni, 2015, pp. 33-35) 

1) Alat Perencanaan  

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam 

rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk 

merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa 

beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber 

pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat 

perencanaan yang digunakan untuk; 

a) Merumueskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan 

visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan. 

b) Merancang berbagai program, kegiatan, serta sumber 

pendapatan. 

c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah 

disusun. 

d) Menetukan indicator kinerja dan pencapaiang strategi. 

2) Alat Pengendalian 

 Anggaran berisi rencana atas pendapatn dan pengeluaran desa, 

dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran 

dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. 

Tanpa adanaya anggaran, desa akan sulit mengendalikan 

pengeluaran dan pemsukan. 

3) Alat Kebijakan fisikal  

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana 

kebijaksanaan yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan 
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mudah untuk memprediksi dan mengistimasi ekonomi dan 

organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong 

mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyrakat 

untuk mmpercepat pertumbuhan  

4) Alat alat Koordinasi dan Komunikasi 

Dalam menyusun anggaran, pasti antara unit kerja akan melakukan 

komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. 

Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu 

mendeteksi terjadinya inkosistensi suatu unit kerja didalam 

pencapaian tujuan desa.  

5) Alat Penilaian Kinerja  

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian 

kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai 

berdasrkan pencapian target anggaran serta pelaksanaan efesiensi 

anggaran, anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan 

pengendalian dan penilaian kinerja. 

6) Alat Motivasi 

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada 

perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efesiensi. Dengan 

membuat anggaran yang tepat daopat melaksanakannya sesuai 

target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja 

yang baik. 

c. Prinsip-prinsip Penganggaran Desa 

Menurut buku Sumpeno 2011 menjelaskan proses penggaran 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut (Sumpeno, 2011) 

1) Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada 

masyarakat desa mengenai berbagai kebijakan atau program yang 

ditetapkan dalam rangka pembangunan desa 

2) Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa 

memepertanggungjawabkan kegitan yang dilaksanakan dalam 
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kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa 

pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah 

finansia.  

3) Partisispasi masyarakat, menyakut kemampuan pemerintah desa 

untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyrakat untuk 

terlibat dan berperan serta dalam pross pembangunan desa. Hal ini 

sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada 

peranserta masyarakat. 

4) Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, menyangkut keterlibatan 

masyarakat dalam menyusun APBDesa. 

5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di 

msyarakat, menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap 

prmaslahan yang ada dlam kehidupan masyarakat dan apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

6) Professional, menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh sorang 

aparatur sesuai dengan jabatannya. 

d. Peran Masyrakat dalam  Penyusunan APBDesa 

Peran masyrakat dalam proses penyusunan APBDesa  

diantaranya (Sumpeno, 2011, p. 224) 

1) Menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD dan pemerintah 

desa. 

2) Membuat dan mengusulkan rencana anggaran altrnatif (tandingan) 

terhadap rancangan APBDesa yang diajukan oleh kepala desa atau 

BPD. 

3) Terlibat aktif dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna 

pembahasan dan penetapan APBDesa. 

4) Memberikan dukungan terhadap rancangan APBDesa yang 

partisipatif,  transparan, akuntabel,  memihak kepentingan  dan 

kesejahteraan masyarakat.   
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e. Tahapan Penyusunan Anggaran Desa 

Berikut diuraikan langkah-langkah penyusunan APBDesa yang 

dikutip (Sumpeno, 2011, p. 225) sebagai berikut: 

1) Penyusunan Rancangan APBDesa 

a) Disusun dan diajukan oleh kepala desa dan atau BPD 

b) Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya 

melalui dialog, rapat ,dan lain-lain 

c) Hasil komsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi 

RAPB-Desa. 

d) RAPN-Desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat 

pembahasan dan penetapan RAPB-Desa. 

2) Pembahasan RAPB-Desa 

a) Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPB-Desa 

Harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa.  

b) RAPB-Desa kepala desa disampaikan kepada pemimpin BPD 

dengan surat pengantar dari kepala desa. RAPDesa usulan 

anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari 

pengusul kepada pimpinan BPD. 

c) RAPB-Desa yang telah disampaikan kepda pimpinan BPD, 

selanjutnya didisposikan keepada sekretaris BPD untuk diberi 

nomor. 

d) RAPB-Desa yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam 

rapat paripurna bahwa RAPB-Desa telah diperbanyak dan 

dibagikan kepda semua anggota BPD atau Komisi. 

e) Penjelasan RAPB-Desa dari pihak pengusul (Pemdes para 

pengusul dari anggota BPD). 

f) Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa. 

g) Pembahasan dalam komisi bersam Pemerintah Desa dan atau 

Pengusul. 

h) Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan 

keputusan. 
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3) Persetujuan dan Pengundangan APB-Desa 

a) Apabila RAPB-Desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu 

tertentu, misalnya 3x24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, 

RAPB-Desa harus sudah disempurnakan. 

b) Apabila RAPB-Desa yang disempurnakan tersebut belum 

disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa 

pihak yang belum menyetujui. 

c) RAPB-Desa yang telah disetujui BPD, harus sudah disampaikan 

kepada pemerintah des, misalnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan 

menjadi APB-Desa oleh keala desa. 

d) Apanila RAPB-Desa yang diajukan oleh kepala desa dan atau 

sebagai anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka 

pemerintah desa dapat menggunakan APB-Dea tahun lalu. 

4) Peraturan Pelaksanaan APB-Desa 

a) Kepala desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa 

yang dituangkan dalam keputusan kepala desa. 

b) Keputusan kepala desa tersebut disampaikan kepada BPD 

dengan tembusan bupati dan camat selambat-lambatnya 15 (lima 

belas hari setelah ditetapkan untuk keperluanpengawasan). 

f. Komponen APBDesa 

Komponen dalam anggaran desa menurut Pemendagri nomor 

113 tahun 2014 terdiri atas akun-akun sebagai beikut: 

1) Pendapatan 

 Pendapatan desa melipputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak dea dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan 

desa terdiri atas kelompok.  
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a) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

 Kelompok PADesa terdiri atas jenis: 

(1)Hasil Usaha sebagaimana dimaksud antara lain hasil Bumdes, 

tanah dank as desa. 

(2)Hasil Asset sebagaimana dimaksud antara lain tambatan 

perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.  

(3)Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun 

dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta 

masyrakat berupa tenaga, barang yang dinialai dengan uang. 

(4)Lain-lain pendapatan asli desa, diantara lain hasil pungutan 

desa  

b) Transfer 

Kelompok transfer terdiri atas jenis: 

(1)Dana desa 

(2)Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan 

retrebusi daerah 

(3)Alokasi dana desa (ADD) 

(4)Bantuan keuangan dari APBD provinsi 

(5)Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota  

c) Pendapatan Lain-lain 

 Kelompok pendpatan lain-lain terdiri atas jenis:  

(1)Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 

(2)Lain-lain pendapatan desa yang sah 

2) Belanja Desa 

Belanja desa sebagaimana meliputi semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiaban pembayaran kembali 

oleh desa. Kelompok belanja sesuai dengan kebutuhan desa yang 

telah dituangkan dalam RKP desa Rincian bidang kegiatan 

bedasarkan Permendagri Nomor 114 tahun2014 tentang perncanaan 

desa, diurakan sebagai berikut; 
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a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 

b) Bidang pelaksanan pembangunan desa 

c) Bidang pembinaan kemasyrakatan desa 

d) Bidang pemberdayaan masyrakat desa 

e) Bidang belanja tak terduga 

3) Pembiayaan 

Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 pembiyaan desa meliputi 

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran 

berikutnya. 

Pembiayaan terdiri dari: 

a) Penerimaan pembiayaan 

b) Pengeluaran pembiayaan  

g. Manfaat APBDesa 

APBDesa pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam 

sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan 

desa. Melalui APBDesa , pemerintah dan masyrakat secara jelas dapat 

menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang 

harus dilkukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Secara rinci manfaat penyusunan APBDesa (Sumpeno, 

2011, p. 213) diantaranya: 

1) APBDesa sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menetukan 

strategi operasional kegiatan berdasrkan kebutuhan dan 

ketersediaan dana pendukung. 

2) Indicator dalam menetukan jumlah dan besarnya pungutan yang 

dibebankan kepada masyrakat secara operasional. 

3) Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain 

diluar pendapatan asli des, seperti melalui pinjaman atau jenis usha 

lain. 
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4) Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk 

menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan.  

5) Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa 

sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap 

seluruh kegiatan pemerintah desa. 

6) Gambaran mengenai arah kebijakan pembanguana pemerintah desa 

sekaligus sbagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap 

seluruh kegiatan pemerintahan desa 

7) Member isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa 

dalam mewujudkan good governance. 

8) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan 

pembangunan dan pembiayaan secara komrehensif.  

h. Dana Desa 

Dana desa menurut undangg-undng Nomor 6 Tahun 2014 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yag ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupten atau kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyrakatan, dan 

pemberdayaan masyrakat. Pemerintah menganggarkan dana desa 

secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja 

pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa 

sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka 

melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan 

keenangan local berskala desa. PP No 22 Tahun 2015b menyoroti 

perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11 

yang mana dana desa setiap kabupaten atau kota dihitung berdasakan 

jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi 
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yang dihitung dengan memerhatikan jumlah kemiskinan, luas wilayah, 

dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kebupaten atau kota. 

Dana desa menurut berdasrkan PPNo. 60 Tahun 2014 dikelola 

secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab  dengan 

memrhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan 

kepentingan masyrakat setempat. Dana desa ditransfer 

melaluianggaran pendapatan dn belanja daerah kebupaten atau kota 

untuk selanjutnya ditranfer ke APBDesa dengan cara pemindah 

bukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umumm 

daerah dan seelanjutnya ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa 

dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan 

ketentuan tahap I pada bulan April sebesar 40%, pada tahap II pada 

bulan Oktober sebesar  20% (Rusmianto, Akuntansi Desa , 2016, p. 

32) 

i. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota dan 

Retribusi Daerah 

PP No 43 Tahun 2014  menyebut pemerintah kabupaten atau 

kota mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribudi  daerah 

kabupaten atau kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi 

penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota.  

Pengalokadian bagian dari hasil pajak dan retribusi deerah 

tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan (Rusmianto, Akuntansi 

Desa , 2016)  

1) 60%(enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa. 

2) 40% empat puluh persen) dibagii secara propesional berdasarkan 

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-

masing desa.  

 

 

 



30 

 

 

 

j. Alokasi Dana Desa 

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesehjahtaraan, 

dan pemerataan pembanguana di pedesaaan melalui dana APBD 

kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu 

direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana 

alikasi desa. Dana tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan 

sumber daya manusia dan prasarana penunjang yang dibutuhkan serta 

mendorong otonomi desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan 

pemerintah desa dan msyrakat. Pemerintah propinsi dan kabupaten 

berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi masyrakat desa agar 

mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Penentuan bobot desa akan menetukan besarnya penerimaan 

ADD dari kompenen variabel yang didasrkan pada pertimbangan, 

indeks kebutuhan desa, potensi dan intensif. Indeks kebutuhan desa 

dihitung berdasarkan: (a) luas wilayah desa, (b) jumlah penduduk, (c) 

jumlah penduduk miskin, (d) ketersediaan layanan public (e) 

keterjangkauan. Semakin besar indeks atau variabel ikutnya, maka 

semakin kecil jumlah alokasi dana yang akan diperoleh oleh desa 

bersangkutan. Indeks kebutuhan memiliki bobot yang lebih besar dari 

indeks lainnya (potensi dan intensif). Desa membutuhkan keterbukaan 

dan dukungan Pemda khususnya mengenai besaran dana yang di 

peroleh Pemda setempat DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK 

(Dana Alokasi Khusus) serta perolehan pajak dan retribusi daerah. 

Sebab kejelasan tentang perhitungan penerimaan keuangan Pemda 

tersebut akan mempengaruhi pula besaran dana Pemda yang harus 

dialokasikan kepada desa-desa di wilayahnya. Bantuan yang berasal 

dari pemerintah (nasional) dan pemerintah propinsi kepada desa juga 

tidak pernah secra benar oleh pemerintahan desa (Kepala Desa dan 

BPD). Apabila tidak ada transparansi tentang besarnya bantuan dari 

pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah (nasional) 
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kepada desa, maka dipastikan desa akan mengalami kesulitan dalam 

menyusun rancangan anggaran penerimaan belanja pembangunan. 

Implikasinya pembangunan desa akan terganggu (Sumpeno, 2011, p. 

218) 

k. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten /Kota 

 Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan 

bantuan keuangan yang bersumber dari APBD 

provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai kemampuan keuangan 

pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan 

utuk percepatan pembanguann desa. Bantuan keuangan trsebut dapat 

bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa 

penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas 

pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan bersifat khusus yang 

dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan pengunaan 

paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Gubernur atau Bupati atau 

Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang 

Bantuan Keuangan yang akan diberian dalam jangka waktu 10. 

(sepuluh) hari setelah KUA atau PPAS disepakati kepala daerah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur 

atau bupati atau walikota menjadi bahan penyusunan rancanagn 

APBDesa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, p. 

51) 

 

3. Akuntabilitas 

a. Pengertian Akuntabilitas 

Istilah akuntabilitas bisa didefinisikan dalam banyak perspektif 

dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Banyak peneliti 

mendefinisikan akuntabilitas sesuai dengan konteks dan kondisi 

masing-masing. Dalam konteks organisasi sektor publik akuntabilitas 

mensyaratkan pemerintah untuk memberikan suatu alasan terkait 
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dengan sumber dan penggunaan/pemanfaatan sumberdaya publik. 

Sehingga akuntabilitas dalam hal ini adalah terkait dengan 

pengawasan dan pengendalian perilaku pemerintah, mencegah 

pembangunan konsentrasi kekuasaan, dan meningkatkan kemampuan 

belajar dan efektifitas administrasi publik. Dalam system 

pemerintahan konstitusional, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu:  

1) akuntabilitas internal, yang merupakan sebuah tipe akuntabilitas 

langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan 

melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang 

memegang kekuasaan, dan  

2) akuntabilitas eksternal, yang merupakan tipe akuntabilitas tidak 

langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak luar organisasi. 

(Muhammad Ahyaruddin, 2017, p. 107) 

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan oleh 

pejabat publik untuk menjelaskan dan memastikan bahwa tindakannya 

telah sesuai, etis, bertanggung jawab. Akuntabilitas hampir sama 

dengan responsibilitas, akan tetapi akuntabilitas lebih mensyaratkan 

bahwa pengambil keputusan harus berperilaku sesuai dengan mandat 

yang diterimanya secara etis dan bertanggungjawab. Akuntabilitas 

merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan 

b. Aspek-Aspek Akuntabilitas  

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a 

relationship).  

 Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara 

individu/ kelompok/ institusi dengan negara dan masyarakat. 

Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang 

memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/ kelompok/ 
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institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. 

Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah 

hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.  

2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results 

oriented).  

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat 

pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam 

konteks ini, setiap individu/ kelompok/ institusi dituntut untuk 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, 

serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi 

untuk mencapai hasil yang maksimal.  

3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability 

requires reporting).  

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan 

memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap 

tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/ kelompok/ 

institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan 

proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk 

akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang 

didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah 

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).  

4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is 

meaningless without consequences).  

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung 

jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. 

Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.  

5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves 

performance).  

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja 

PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive 
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accountability), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan 

dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan 

evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap 

individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban 

secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus 

peningkatan kinerja.  

c. Jenis-Jenis Akuntabilitas 

Secara garis besar akuntabilitas public terdiri atas dua macam 

yaitu akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 

Akuntansi Sektor Publik, 2009, p. 21) 

1) Akuntabilitas Vertikal 

 Akuntabilitas vertical (vertical accountability) adalah 

petanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang 

lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah. 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, 

dan pemerintah pusat kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat 

(MPR). 

2) Akuntabilitas Horizontal 

 Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat 

secara luas dan kepada DPR/DPRD. 

d. Tolak Ukur Akuntabilitas 

Menurut (Widilestariningtyas, 2012, p. 70) pemerintah yang 

akuntabel memiliki criteria sebagai berikut: 

1) Mampu menyajikan informasi penyelengaraan pemerintah secara 

terbukaa, cepat, dan tepat kepada masyarakat. 

2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public. 

3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan. 
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4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setip 

kebijakan public secara proporsional, dan 

5) Adanya sarana bagi public untuk menilai kinerjapemerintah, 

melalui pertanggungjawaban public, masyarakat dapat menilai 

drajat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.  

 

Indikator dari kriteria akuntabilitas tersebut sebagai berikut: 

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara 

terbuka, cepat, dan tepat kepada masyrakat. 

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan desa menyajikan informasi penyeleenggaran 

pemerintah berdasarkn peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes 

kepada Bupati/Wali kota beupa: 

a. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir 

bulan juli tahun berjalan  

b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir 

tahun bulan januari tahun berikutnya. 

2. Mampu memberikan pelayanan yag memuaskan bagi pihak bagi 

pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas pelayanan agar 

pelayanan tersebut memuaskan bagi public, terdiri dari: 

a) Ketepatan waktu pelayanan yaitu target pelayana dapat 

diselesaikan sesuaidengan waktu yang telah ditentukan. 

b) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai. 

c) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasaran 

pelayanan yang bersih, rapid an teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. 
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d) Keadilan mendapatakan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyrakat yang 

dilayani. 

e) Merespon terhadap keluhan masyrakat.   

3. Mampu memberikan ruang bagi masyrakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintah (Sujarweni, 2015, p. 37) 

diantaranya: 

a) Masyarakat terlibat dlam rapat dengan pendapatan atau rapat 

paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa. 

b) Masyrakat memberikan masukan mengenai proses 

pembangunan desa kepada BPD dan pemerintah desa melalui 

rapat. 

c) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan 

pembangunan nagari.  

4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap 

kebijakan public secara proporsional. Maksudnya pemerintah 

nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes 

kepada masyarakat desa dan BPD melalui rapat. Pemerintahan 

nagari mengenai dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 

anggaran tersebut dimasa yang akan datang. 

5. Adanaya sarana bagi public untuk menilai kinerja pemerintah 

melalui pertanggungjawabkan public, masyrakat dapat menilai 

derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

Memberikan sarana berupa kotak saran, penyebaran angket dan 

sarana lainya untuk menilai kinerja pemerintah nagari. 
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4. Transparansi 

a. Pengertian Transparansi 

Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) Repuplik 

Indonesia 2021 bahwa peranan laporan keuangan salah satunya adalah 

transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dn 

jujur kepada masyatakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan enyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan per 

undang-undangan.  

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

Informasi Publik menyatakan bahwa informasi publik adalah 

informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau 

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara 

dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan 

Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 

Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik).  

b. Prinsip-prinsip Transparansi  

Berdasar definisi transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip transparansi informasi di sekolah meliputi: (a) Mudah 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat, 

(b) Mudah dipahami dan jelas, (c) Benar atau tidak menyesatkan. 

Ministry Watch.com mengemukakan cara untuk mengetahui tingkat 

transparansi suatu organisasi dengan cara mengelompokkan 

transparansi ke dalam kategori low, medium, dan high. (Daniel 

Aditiya Utama, 2014) 
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c. Tujuan Transparansi  

Adapun tujuan transparansi yaitu menciptakan kepercayaan 

timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi 

yang akurat dan memadai. Tujuan transparansi menurut Undang-

Undang No. 14 Tahun 2008 adalah :  

1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik;  

2) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;  

3) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang 

transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan;  

4) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat 

hidup orang banyak;  

5) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 

Tahun 2000).  

d. Tolak Ukur Transparansi 

Sedangakan menurut (Widilestariningtyas, 2012, p. 68) 

anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika 

memenuhi beberapa criteria berikut: 

1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran 

2) Tersedia dokumen anggran dan mudah diakses. 

3) Tersedia laporan peratnggungjawaban yang tepat waktu 

4) Terakomondasi suara/usulan rakyat 

5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada public. 
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Indikator dari kriteria transparansi berdasarkan Pemendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran  

 Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah nagari 

menyediakan informasi mengenai kebijakan anggaran di papan 

pengumuman. Informasi terebut dapat berupa laporan realisasi 

anggaran (LRA) desa. 

2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media 

cetak, radio, dan media lainnya berdasarkan Pemendagri Nomor 

113 Tahun 2014. 

3) Tersedia laporan pertanggungjawaban rakyat. Menurut sujarweni 

2016, diterimanya suara/usulan rakyat dalam penyusunan anggaran 

pemerintah nagari melalui rapat dengan pendapat atau rapat 

paripurna yang diadakan oleh pemerintah nagari. 

4) Terdapat sistem pemberian informasi kepada public, pemerintah 

nagari menyediakan website agar masyarakat mudah mengakses 

laporan realisasi APBDes. 

B. Kajian Penelitian yang relevan  

Dari tinjauan yang penulis lakukan, ada beberapa sumber-sumber 

ilmiah dan hasil penelitian, penulis menemukan pembahasan yang selaras 

dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut. 

 

1. Jurnal, Nani Anggraini, Idang Nurodin, dan Deni Iskandar (2019) dengan 

judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti, Desa 

Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, peneatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawab.  
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  Pertama adalah Akuntabilitas tahap Perencanaan Pengelolaan 

Anggaran Belanja Desa (APBDes) di Desa Citilangar, Desa Jagamukti 

dan Desa Kademangan penerapanya sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan Desa. hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Dusun 

(Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk 

menampung aspirasi masyarakat desa dalam pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih kegiatan 

musyawarah dusun (Musdus) ini masih kurang efektif dikerenakan 

kurangnya sumber daya manusia dan juga kurangnya kesadaran 

masyrakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes. 

 Kedua adalah Akuntabilitas tahap Pelaksanaan Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citilangar, 

Desa Jagamukti dan Desa Kademangan penerapanya sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme 

pelaksanaan serta adanaya rekening kas Desa. 

 Ketiga adalah tahap Penatausahaan Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citilangar, Desa 

Jagamukti dan Desa Kademangan penerapanya sudah sesuai dengan 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dibuktiakan dengan adanya 

pengguna Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Desa. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan 

Realisasi APBDes. 

 Keempat adalah Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Realisasi APBDes di Desa Citilangar, Desa Jagamukti dan Desa 

Kademangan penerapanya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. 

Yaitu ketiga desa telah melaporkan Realisasi Semester satu dan dua serta 

laporan Realisasi APBDes di akhir tahun anggaran. 
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 Penerapan Transparansi Desa Citalangar, desa Jagamukti, dan Desa 

Kademangan untuk penerapannya masih kurang sesuai dengan Peraturan 

Mentri dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

Keuanagan Desa, karena meskipun sudah adanya papan pengumuman 

mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Akan tetapi untuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa tidak diinformasikan kepada masyrakat secara tertulis dan 

memberikan batasan kepada masyrakat, jika tidak semua masyrakat dapat 

masyarakat dapat mengakses data terkait laporan realisasi APBDes.  

 Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip 

Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa 

Kedemangan yaitu adanya prangkat desa yang kompeten dalam 

melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sehingga prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan 

Desa terjalankan. Sedangkan untuk hambatannya yaitu kurannnya 

sumberdaya manusia yang memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi 

dalam pengelolaan anggaran belanja Desa. Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa). (Nani Anggriani, 2019) 

2. Jurnal Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin (2019) dengan judul 

“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes)” 

  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan APB Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari Pakan 

Rabaa Utara sudah diterapkan. Namun, masih ada beberapa yang belum 

menerapkan indicator dari criteria akuntabel. pemerintah Nagari Pakan 

Rabaa Utara sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. dalam pelaporan, Pemerintah Nagari Pakan 

Rabaa Utara telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
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pelaksanaan anggaran kepada Bupati Solok Selatan. Indikator 

akuntabiltas yang belum diterapkan pada pengelolaan APB Nagari yaitu 

belum tersedianya sarana berupa kotak saran atau pengisian angket untuk 

penilaian kinerja pemerintah Nagari. Dengan adanya sarana penilaian 

kinerja pemerintah Nagari oleh masyarakat, masyarakat bisa 

menyampaikan aspirasinya melalui media tersebut, demi meningkatkan 

kualitas kinerja pemerintah Nagari. 

  Selanjutnya transparansi dalam pengelolaan APB Nagari juga 

sudah diterapkan di NAgari Pakan Rabaa Utara. Namun masih ada 

beberapa yang belum menerapkan indicator dari criteria transparansi. 

Pengumuman kebijakan anggaran telah dipublikasikan melalui baliho 

atau spanduk, laporan telah disajikan tepat waktu oleh pemerintah 

Nagari, yaitu paling lambat satu bulan setelah masa anggaran berakhir. 

Dalam menciptakan terakomondainya suara atau ulusan masyrakat, 

pemerintah Nagari sudah memenuhi kriteria tersebut. Pemerintah Nagari 

dalam penyusunan APB Nagari berdasarkan ususlan dari masyarakat dan 

pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara. Indikator transparansi yang 

belum diterapkan dalam pengelolaan APB Nagari yaitu belum 

dipublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Nagari 

kepada masyarakat secara tertulis melalui media yang mudah diakses 

masyrakat dan pemeritah Nagari akan membangun tower dan 

menyediakan website agar transparansi pengelolaan APB Nagari mudah 

diakses. (Ahyaruddin, 2019) 

3. Jurnal, Ersi Erliya Mokalu, Roony Gosal dan Stefanus Sampe (2018) 

dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur 

Kabupaten Bolaang Mongondow” 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi perancanaan 

program APBdes di Desa Sinsingon telah melaksanakan konsep 

pembangunan partisipatif masyrakat desa yang dibuktikan dengan 

penerapan prinsip partisipatif dan responsive lewat musrembangdesa.  



43 

 

 

 

 Bentuk Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Sinsingon 

dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan 

cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyrakat yaitu 

dengan menepelkan laporan pengelolaan APBDes dipapan pengumuman 

pembangunan yang telah disediakan Balai Desa (Kantor Desa). 

Komunikasi Pemerintah desa sinsingon dalam transparansi pelaksanaan 

pengelolaan APBDes ditinjau dari mekanisme informasi serta penyaluran 

dana sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. (Ersi Erlita 

Mokalu, 2018) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian penelitian ini adalah field researceh penelitian lapangan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah deskriptif dan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Husaini dan Purnomo (2009) mendefinisikan penelitian 

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan pendapat responden 

apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian, kemudian dianalisis dengan 

kata-kata yang melatar belakangi responden berprilaku seperti itu. Pendekatan 

kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang 

“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Nagari di Lubuk Tarantang Tahun 2021”   

 

B. Latar dan Waktu Penelitian 

Tempat yang menjadi penelitian ini adalah Kantor Wali Nagari Lubuk 

Tarantang di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Nagari Lubuk 

Tarantang, Jorong Koto Lamo. Untuk mempermudah kegiatan penelitian 

hingga pembuatan skripsi, penulis membuat time schcdule sebagaiberikut: 
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Tabel 2 Waktu Penelitian 

 

N

o 

 

Kegiatan 

2021 2022 

Maret Juli  Agustus Dese

mber 

Febru

ari 

Juli Agus

tus 

2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2  

1 Survai 
Lapangan 

                      

2 Bimbingan 

Proposal 

                      

3 Seminar 
Proposal  

                      

4 Penelitian  
skripsi 

                      

5 Pengolahan 

Data 

                      

6 Sidang 
Munaqasya
h 

                      

7 Perbaikan 
Skripsi 

                      

C. Instrument penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena yang terjadi maupun sosial yang menjadi acuan. Adapun alat- alat  

dalam penelitian ini yang digunakan  adalah perekam suara, buku catatan, 

handphone, alat tulis buku jurnal dan referensi lainnya,  yang peneliti gunakan 

untuk mengumpulkan data serta daftar pertanyaan.  

a) Akuntabilitas 

1. Mampu menyajikan informasi penyelengaraan pemerintah secara 

terbuka, cepat dan tepat  

a. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat laporan 

realisasi pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan?  
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b. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyampaikan laporan 

realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu kepada Bupati?  

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik  

3. Mampu meberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan. 

4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 

publik secara proporsional.  

5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. 

b) Transparansi 

1. Terdapat pengumuman kebijan Anggaran 

2. Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses 

oleh masyarakat.  

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.  

4. Terakomodasinya suara dan usulan rakyat.  

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik 

c) Proses Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang. 

1. Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari  

2. Proses Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 

3. Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 

4. Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 

5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari  

D. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Data primer  

Sumber data primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara 

mendalam dengan informan dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari,  

Bendahara Nagari dan masyarakat Nagari Lubuk Tarantang. Data yang 
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digunakan adalah subjek yang berasal dari wawancara dengan informan 

dan data dokumenter. 

 

 

 

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder berupa data pendukung untuk diperoleh dari sumber 

tertulis  berupa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan 

pendapatan dan belanja nagari tahun 2021 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

berupa:  

1. Wawancara  

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi 

terstruktur, pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan 

pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilakukan. Penulis 

langsung mengajukan pertanyaan kepada sekretaris Nagari dan Bendahara 

Nagari terkait penerapan proses Akuntabilitas dan Tranparasansi 

pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mendapatkan data-data 

tertulis berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan 

pendapatan dan belanja nagari tahun 2021.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penulisan 

yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 
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1. Pengumpulan informasi kepada pihak yang diperlukan yaitu, Sekretaris 

Nagari, Bendahara Nagari dan Masyarakat Nagari Lubuk Tarantang. 

2. Menarik kesimpulan mengenai apa yang penulis temukan dilapangan dan 

menyajikan data yang didapat. 

  Berdasarkan indikator dan kriteria Akuntabilitas dan Transparansi dan 

proses pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari: 

a) Akuntabilitas 

1. Mampu menyajikan informasi penyelengaraan pemerintah secara 

terbuka, cepat dan tepat  

a. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat 

laporan realisasi pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan?  

b. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyampaikan laporan 

realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu kepada Bupati?  

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik  

3. Mampu meberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan. 

4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 

publik secara proporsional.  

5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. 

b) Transparansi 

1. Terdapat pengumuman kebijan Anggaran 

2. Tersedia dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses 

oleh masyarakat.  

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 

4. Terakomodasinya suara dan usulan rakyat.  

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik 

c) Proses Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang. 

1. Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. 
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2. Proses Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. 

3. Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. 

4. Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. 

5. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.   

 

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data  

 Sebuah penelitian harus diteliti ke absahannya sehingga dapat 

dikatakan valid atau mengungkapkan kebenaran yang objektif. Menguji data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki 

hubungan yang jelas yakni dengan melakukan pengecekan atau menggolong-

golongkan hal yang mampu dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. 

Dengan demikian dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan 

dua uji antara lain: 

1. Uji Credibility  

Uji credibility berkenaan dengan drajat akurasi desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai. Uji kredibilitas melakukan Triangulasi yakni: 

a. Tringulasi Sumber Data 

 Tringulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Mengecek data 

kepada sumber yang sama dengen teknil yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, 

atau kuesioner. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan 

suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dari beberapa sumber data. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif dan 

Kualitatif dan R&D, 2013, hal. 270) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang 

1. Sejarah dan Gambaran Umum Nagari Lubuk Tarantang 

Nagari Lubuk Tarantang pada awal mulanya didirikan dengan 

musyawarah oleh niniak (datuk) nan Ampek yaitu: niniek Dt. Rajo Lipati, 

niniek Dt. Rajo Bandaro, niniek Dt. Bandaro Kuniang, niniek Dt. Majo Indo. 

Awal mulanya nama nagari Lubuk Tarantang tebentuk karena disitulah 

tempat mencari kata mufakat dan disitulah dikumpulkan hasil perundingan, 

oleh niniek (datuk) nan barampek. Telah ditetapkan hasil mufakat maka 

disebut “tantang ko jolah” terbentuklah nama Lubuk Tarantang yang berasal 

dari kata “tontang ko jolah” 

 Nagari Lubuk Tarantang adalah nagari yang berada dalam kecamatan 

Kamang Baru,  Kabupaten Sijunjung. Nagari Lubuk Tarantang memiliki 

keutuhan rasa kekeluargaan yang dijalin oleh persukuan yang dikepalai oleh 

kepala suku yang disebut niniek mamak (datuk). Di Nagari Lubuk Tarantang 

masih memegang peranan penting terhadap keluarga dan anggota sukunya. 

Tiap-tiap datuk memimpin sukunya dengan nama suku masing-masing. 

Jumlah suku di Lubuk Tarantang ada 4 suku yaitu, suku Melayu, Piliang, 

Pitopang dan Panai. 

 Dalam kenegarian peninjauan dipimpin oleh wali nagari yang dipilih 

langsung setiap warga yang memiliki persyaratan pemilih, dan dalam 

menjalakan roda pemerintah wali nagari yang di bantuoleh beberapa wali 

jorong yang mewakili pemerintahan nagari untuk jorong masing-masing. 

Nagari Lubuk Tarantang terdiri 3 jorong yaitu Jprong Koto Lamo, Jorong 

Koto Baru, dan Jorong Dusun Tinggi II. 

 Untuk mencapai dalam keberhasilan dalam pemerintahan menuju 

tatanan kehidupan yang diinginkan perlu adanya “Visi” atau cita-cita dan 

untuk meraih cita-cita ini diperlukan “Misi” atau perencanaan dan kerja   
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yang sungguh-sungguh agar tujuan atau cita-cita organisasi dapat dicapai 

sesuai dengan “Visi” yang telah di tetapkan, 

Visi: “Penyelenggaraan nagari lubuk tarantang secara demokratis guna 

mewujudkan masyrakat yang aman tentram, damai, sejahtera, berbudaya, 

dan beragamabdengan menjalankan syariat islam”. 

Misi:  

 Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi untuk masa 

akan dating sebagai berikut: 

a. Azaz nagari mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menjunjung 

tinggi hasil musyawarah tersebut. 

b. Pemerintahan nagari tidak bersifat arogansi dan selalu menampung dan 

mempertimbangkan aspirasi masyarakat. 

c. Menyelesaikan suatu masalah kekeluargaan agar mencapai tujuan terbaik. 

d. Mengusahakan agar masyarakat mempunyai mata pencarian yang tepat 

sehingga kehidupan masyrakat tidak dalam garis kemiskinan. 

e. Budaya kebersihan dan keindahan lingkungan dan kerjasama dengan 

pemerintah nagari dan niniek mamak lubuk tarantang serta masyarakat. 

f. Meningkatkan kemampuan pemerintah nagari, melalui prnataran, 

pelatihan, dan study banding. 

g. Meningkatkan kemampuan dan kopetensi generasi muda melalui 

olahraga, kesenian, dan budaya. 

h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari. 

2. Kondisi Geografis 

Kondisi wilayah nagari lubuk tarantang bias dikatakan strategis 

dimana batas-batas wilayahnya: 

Sebelah Utara : Nagari Siaur 

Sebelah  Selatan : Kabupaten Darmasraya 

Sebelah Timur : Nagari Lubuk Tarantang 

Sebelah Barat : Nagari Langki 
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3. Topografi dan Luas Kawasan 

Pada bagian ini di jelaskan tentang topografi daerah dan luas serta 

fungsi lahan 

Luas wilayah :21000 Ha 

Curah hujan :27,00 mm/tahun 

Suhu  :33̊ C 

Jenis Tanah  :Hitam 

Penduduk Nagari Lubuk Tarantang berjumlah 1.631 orang dimana 849 

adalah laki-laki dan 78 adalah perempuan. Masyarakat Nagari Lubuk 

Tarantang sumber pendapatan mayoritas dalam sektor pertanian,  seperti 

tanaman pertanian palawija dan perternakan. Sedangakan bila dilihat dari 

pengelolaan suatu usaha tani dapat dikatakan sebagai petani pemilik, petani 

penggarap, petani pemilik penggarap dan sebagai buruh tani, kemudian 

diikuti sektor lain seperti PNS, pedagang, jasa dan lain-lain.  

Gambar 1 Peta Nagari Lubuk Tarantang 

  

Sumber:Dokumen Wali Nagari Lubuk Tarantang 

     

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan 

1. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang 2021 

 Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, 

pemerintah Nagari harus memenuhi asas akuntabel. Akuntabel artinya 
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penyelenggaraan pemerintah harus dipertanggungjawabkan dana yang telah 

diterianya dan dana yang telah dikeluarkan bentuk pembiayaan dan 

pembangunan. 

 Pemerintah Nagari mengelolaa keuangan diukur dengan dua 

tahapan rencana yaitu, rencana kerja jangka menengah (RPJM) dan rencana 

kerja pemerintah Nagari (RKPNagari) guna untuk merencanakan 

pengelolaan pendapatan Nagari didalamnya berisi program-program yang 

akan dilaksanakan waktu satu tahun. Yang mana proses yang dilakukan 

pertama dilakukan dalam merencanakan anggaran pengelolaan pendapatan 

Nagari sebagai berikut: 

a. Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa 

 Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang akan melakukan pembentukan 

tim kegiatan pembangunan Nagari untuk tahun 2021 akan dibentuk Tim 

Penyusunan RKP yang dibentuk oleh Kepala Desa, Pemerintah Nagari 

Lubuk Tarantang membentuk tim penyusunan RKP yang 

beranggotakan: 

1) Pembina: Yasirman (Wali Nagari Lubuk Tarantang) 

2) Ketua: Zamzami (Sekretaris Nagari) 

3) Sekretaris: Putri Leni Yusrita (Kaur Perencanaan) 

4) Anggota: Benzaldi (Kasi Pemerintahan) 

5) Anggota: P.Dt. Bandaro Kuniang (Kasi Kesejahteraan) 

6) Anggota: Darwis (Kasi Pelayanan) 

7) Anggota: Yusnita Roni (Kasi Keuangan) 

Diatas adalah anggota tim penyusunan RKP tahun 2020 untuk 

pembanguna Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 yang disusun oleh 

Wali Nagari yang mana anggota yang beranggotakan harus ganjil seperti 

7 orang. Dan Wali Nagari Lubuk Tarantang menerbitkan Surat 

Keputusan (SK) Tim Penyusunan RKP Desa tahun 2020 untuk kegiatan 

pembanguan tahun 2021 dan  lengkap dengan susunan 
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kepengurusannya. Berikut adalah lampiran Surat Keterangan Tim 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah   

Gambar 2 Surat Keterangan Tim Penyusunan RKP tahun 2021 
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b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) 

  Dalam Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang telah melakukan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk perencanaan 

pembangunan tahun 2021 telah dilaksnakan di Kantor Wali Nagari 

Lubuk Tarantang, untuk membahas atau memusyahwarakan kegiatan 

pembanguana untuk tahun 2021, dan di hadiri oleh BPN, Wali Nagari 

Lubuk Tarantang, Camat, dan Tokoh Masyarakat.  

 Yang mana dalam musyawarah terdapat pengumpulan 

usulan/pendapat dari  masayarakat yang mana sebegai berikut lapiran 

daftar usulan dari masyarakat Lubuk Tarantang untuk kegiatan 

Pembangunan tahun 2021. 

Gambar 3 Daftar Usulan  Masyarakat untuk RKP Tahun 2021 
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Setelah Musrembang dilaksanakan akan dilakukan pengajuan 

propasl untuk kegiatan pembangunan Nagari Lubuk Tarantang untuk 

tahun 2021 yang mana untuk syarat pencairan dana desa, dalam 

pembanguan Nagari Lubuk Tarantang sebagaimana sebagai berikut 

Lapiran Propsal Kegiatan Dana Nagari sebagai berikut: 

1) Pembangunan Gedung PAUD 

2) Pembangunan Tali Bandar Sai Paku 

3) Pembukaan Jalan Lingkar 

4) Pembukaan Jalan usaha Tani 

5) Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Sidorejo 

6) Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Margo Rukun 
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  Setelah melakukakan pengajuan proposal kegiatan 

pembangunan, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang Akan melakukan 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan. Rancana Anggaran 

Pendapatan Nagari Lubuk Tarantang dan setelah rencana Anggaran 

Pendapatan di sususun selanjutnya Anggaran Pendapatan yang telah 

terelisasi untuk Tahun 2021 pada Nagari Lubuk Tarantang. 

Terdapat pada lampiran bahwa rencana Anggaran Pendapatan Nagari 

Lubuk tarantang dan yang telah terealisasi dapat dibandingkan bahwa 

Rencana Anggaran Pendapatan Nagari Lubuk Tarantang tahun 2021 dan 

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang tahun 

2021 telah melakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Tahun 2018 yang mana terdapat 

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari pada tahun 2021 terdiri 

dari Pendapatan, Dana Desa yang di anggarkan sebesar 

Rp1.260.124.100,00,- dan yang terealisasi sebesar 

Rp.1.277.609.910,00,-, dana desa menerima dan lebih dari yang 

anggarkan sebesar Rp.17.018.910,00,- dan Dana Bagi Hasil Pajak 

Retribusi sama besarnya yang di anggarkan dan terelisasi  sebesar 

Rp.24.221.100,00,- dan Alokasi Dana Desa di anggarkan sebesar 

Rp.739.312.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp.761.139.205,00,-, 

alokasi dana desa menerima lebih dari yang di anggarkan sebesar 

Rp.21.827.205,00,-dan mengakibatkan penambahan pendapatan, dan 

Bunga Bank yang di anggarakan sebesar Rp.3.500.000,00,- dan 

realisasinya kurang dari yang dianggarkan sebesar Rp.249,991,00,- dan 

yang terelisasi sebesar Rp.3.250.009,00,-. Dan Jumlah Anggaran 

Belanja Nagari Lubuk Tarantang pada Tahun 2021, yang terdiri dari, 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang di anggarkan sebesar 

Rp.739.151.512,00,- dan realisasinya sebesar Rp.731.661.888,00,- dan 

Bidang Pembangunan Nagari yang di anggarkan sebesar 
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746.277.996,00,- dan realisasinya sebesar Rp. 745.755.596,00,- dan 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dana yang diterima dari yang 

dianggarkan dengan realisasinya sebesar Rp.82.328.000,00.- dan Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat yang di anggarkan sebesar 

Rp.169.735.000,00,- dan realisasinya sebesar Rp.164.365.000,00,- dan 

Bidang Penanggulangan Bencan, Darurat, dan Mendesak Nagari yang di 

anggarkan sama besarnya jumlah yang terelisasi sebesar 

147.600.000,00,-. Dalam semua bidang pada belanja nagari terdapat ada 

yang kurang dari yang di anggarkan, semua kurang yaitu sebesar 

Rp.13.382.024,00,-, Semakin besar Jumlah Pendapatan semakin besar 

tanggungjawab dan keterbukaan pemerintah Nagari dalam pengelolaan 

keuanagannya.  

 Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, 

pemerintah nagari di katakan Akuntabel apabila memenuhi standar atau 

kriteria dan indikator sebagai berikut: 

a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara 

terbuka, cepat dan tepat. 

(1) Pemerintah Nagari Lubuk tarantang menyajikan informasi 

penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Undang-undang 

berlaku. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Wali Nagari 

Lubuk Tarantang sebagai berikut, “dalam pembutan laporan 

realisasi anggaran Nagari Lubuk tarantang tentu sudah membuat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pemendagri 

113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari” 

(Yusnita Roni, Wawancara, 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 
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Berdasarkan wawancara dengan ibuk Yusnita Roni selaku 

Bendahara Nagari, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah 

membuat laporan realisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

yakni berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuanga Desa dan Peraturan Bupati Sijunjung 

Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. 

1) Berdasarkan Pemendagri Nomor 112 tahun 2014 Bab IV 

APBDesa Pasal 8 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 

Tahun 2018 Bab III Anggaran  Pendapatan Dan Belanja 

Nagari Pasal 9, APBNagari terdiri atas; Pendapatan 

Nagari,Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari. Pada laporan 

realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari lubuk 

Tarantang, APBNagari sudah terdiri atas Pendapatan Nagari, 

Belanja Nagari, dan Pembiayaan Nagari. 

2) Berdasrkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV 

Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9 dan Peraturan Bupati 

Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu Pasal 

11, Pendapatan Nagari terdiri atas kelompok, Pendapatan Asli 

Nagari, Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pada Laporan 

realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Lubuk 

Tarantang, Pendapatan Nagari hanya terdiri dari Pendapatan 

Transfer dan Pendapatan lain-lain, dikarenakan tidak ada 

Pendapatan Asli Nagari. 

3) Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV 

Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 10 dan Peraturan Bupati 

Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu 

Pendapatan Pasal 13, Kelompok Transfer terdiri atas jenis; 

Dana Des, Bagian Hasil Pajak dan Retrubusi, Alokasi dana 

Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan 
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Keuangan dari APBD Kabupaten. Pada laporan realisasi 

anggaran yang dibuat oleh pemerintah Nagari Lubuk 

Tarantang, Kelompok Transfer hanya terdiri dari Dana Desa, 

Bagi hasil Pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa. 

4) Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV 

Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 12 dan Peraturan Bupati 

Sijunjung Nomor 80 Tahun 2014 Bab III Bagian Kedua 

Belanja Pasal 16, Belanja nagari terdiri atas bidang; 

Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksaanaan 

Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan  Nagari, 

Pemberdayaan Masyrakat Nagari dan Belanja Tak Terduga. 

Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh pemerintah 

Nagari Lubuk Tarantang, Belanja nagari sudah terdiri atas 

kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan 

Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyrakatan nagari, 

Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tak Terduga. 

5) Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV 

Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 18 dan Peraturan Bupati 

Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Bab III Bagian Kertiga 

Pembiayaan Pasal 28, Pembiayaan Nagari terdiri atas 

kelompok; Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan. Pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh 

pemerintah Nagari Lubuk Tarantang, Pembiayaan nagari 

hanya terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.    

(2) Pemerintah Nagari menyampaikan laporan realisasi 

pendapatan dan belanja Nagari tepat waktu kepada Bupati. 

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Wali Nagari 

Lubuk Tarantang menyampaikan bahwa “kami telah 

membuat dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan 
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pendapatan belanja Nagari selama satu tahun anggaran 

kepada bupati melalui BPN dan BPN akan menyampaikan 

kepada DPNM dan DPNM yang akan mennyampaikan 

kepada Bupati” 

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022, di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 Berdasrkan wawancara dengan Bendahara Nagari 

Lubuk Tarantang bahwa Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang 

sudah menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan 

belanja Nagari Lubuk Tarantang kepada Bupati tepat waktu, 

melalui BPN dan DPNM. 

 

b) Pemerintah Nagari mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan bagi publik. 

Berikut informasi yang di peroleh dari masyarakat 

mengenai pelayanan dan ketepatan waktu Nagari Lubuk 

tarantang dalam melayani masyarakat “bagi saya pemerintah 

Nagari Lubuk Tarantang sudah meberikan pelayanan yang baik 

apa yang kami urus kepada kantor wali Nagari memberikan 

pelayanan denga baik dan bentuk ketepatan waktu dalam 

pelayanan tergantung apa yang kami urus ke kantor wali nagari 

akan di usahakan semaksimal mungkin tepat waktu dalam 

pelayanannya, dan mereka tidak membeda-bedakan 

masyarakatnya itu lah yang saya lihat”. 

(Ronismaida, wawancara 04 Februari 2022) 
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Berikut juga tanggapan lain yang peneliti dapatkan dari 

masyarakat Nagari Lubuk Tarantang bahwa “kalau dalam segi 

keluhan dari masyarakat kita lihat dari  sebelumnya pemerintan 

Nagari Lubuk Tarantang selalu merespon setiap keluhan-keluhan 

dari masyarakat, dan bias dilihat dari pembangunan yang 

dilakukan pemerintah nagari, itu semua tidak lepas dari keluhan 

masyarakat” 

(Asmawati, wawancara 04 februari 2022) 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat 

Nagari Lubuk Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang 

sudah memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada 

masyarakat, kenyamanan dan kemudahan dalam proses 

pelayanan juga telah diberikan pelayanan yang sama rata dan 

merespon setiap keluhan dari masyarakat. 

 

c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan 

(1) Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan pembanguanan nagari sampai dengan 

pelaksanaan pembangunan nagari. 

Berikut adalah wawancara denga Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang bahwa “dalam perencanaan sampai pelaksanaan 

pembangunan nagari, semua unsur lapisan masyarakat di ikut 

sertakan. Tahap pertama disebut renbug jorong, setelah 

renbug jorong, dilaksanakan musrenbang tingkat magarai, 

setelah APBNagari selesai untuk tahun berikutnya, segala 

bentuk pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat nagari 

yang tergabung dalam Tim Pengelola Kegiatan (TPK)”.    
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Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah 

melibatkan segala unsur masyarakat seperti Badan 

Permusyawaratan Nagari (BPN) Kecepatan Adat Nagari 

(KAN), Lembaga Unsur yang ada dan Tokoh-Tokoh 

masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan seperti 

diadakannya Rencana Pembangunan (Rebug) jorong dan 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Nagari, 

sampai dengan pelaksanaan pembangunan seperti 

mengikutsertakan masyarakat nagari bergabung dalam Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK). 

 

d) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap 

kebijakan secara profesional 

Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang mampu menjelaskan 

dan mempertanggungjawabkan kebijan-kebijakan anggaran. 

 Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang sebagai berikut: 

“untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan 

penggunaan anggaran tentu kami mampu menjelaskan nya, 

dalam melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap 

semester siap akhir tahun,  kemudian kami publikasikan melalui 

baliho atau spanduk, namun masalahnya masyarakat kurangnya 

minat masyarakat untuk melihat atau membaca kebejikan 

penggunaan anggaran tersebut ”. 

(Yusnita roni, Wawancara, 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 
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Gambar 4 Spanduk APBNagari Lubuk Tarantang Tahun 2021 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah mampu 

dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-

kebijakan penggunaan anggaran, pemerintah nagari akan 

mempertanggungjawabkan pertama  kepada Badan 

Permusyawaratan Nagari (BPN) setiap semesternya dan setiap 

akhir tahun. Kemudian pemerintah nagari juga akan 

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan 
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memasang baliho atau spandukkebijakan anggaran, namun 

menjadi kendala bagi pemerintah nagari adalah masyrakat tidak 

begitu ingin melihat dan membaca baliho kebijakan anggaran 

yang telah di pasang pemerintah nagari di depan kantor Wali 

Nagari. 

 

e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah 

Penilaian kinerja pemerintah sangat penting dilaksanakan 

sebagai evaluasi dan pengembangan dimasa yang akan datang. 

Penilaian kinerja pemerintah nagari dilaksanakan dimasa yang 

akan datang. Penilaian kinerja pemerintah nagari dilaksanakan 

nagari dilaksanakan dengan tujuan agar pemerintah nagari bisa 

mendengarkan setiap ide-ide, masukan dan keluhan dari 

masyarakat. Dengan adanya penilaian kinerja tersebut, 

diharapkan pemerintah nagari Lubuk Tarantang semakin baik 

kedepannya. 

 Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang meyediakan sarana untuk 

menilai kinerja pemerintah nagari kepada masyrakat. 

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang bahwa: 

"untuk saat ini nagari masih belum menyediakan sarana untuk 

menilai kinerja pemerintah  , karena keterbatasan sarana dan 

prasarana yang dimiliki nagari pemerintah nagari”. 

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang saat ini masih 

belum menyediakan sarana untuk menilai kinerja Pemerintah 
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Nagari, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki 

Pemerintah Nagari. 

 

Akuntabilitas pengelolaan APBNagari yang dikelola oleh 

pemerintah nagari Lubuk Tarantang diterapkan dengan baik. 

Pemerintah nagari sudah menerapkan prinsip akuntabilitas,  namun 

masih ada beberapa indikator dan kriteria yang belum diterapkan. 

Pemerintah nagari sudah membuat dan menyusun laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporan 

pemerintah nagari Lubuk Tarantang telah menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan APBNagari tepat waktu kepada Bupati 

Sijunjung. Dari segi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah nagari 

Lubuk tarantang sudah memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada masyarakat, kemudan dan kenyamanan dalam proses 

pelayanan setra keluhan dari masyarakat selalu direspon deng baik. 

Dalam proses pembangunan dan pemerintahan, pemerintahan nagari 

lubuk tarantang sudah melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan 

pembanguan seperti menerima usulan dan masukan kepada pada saat 

rebug joron dan musrenbang nagari sampai pada pelaksanaan 

pembangunan seperti mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam 

Tim Pengelola Kegiatan. 

 Indikator akuntabiliatas yang belum diterapkan pemerintah 

nagari lubuk tarantang dalam pengelolaan APBNagari yaitu belum 

tersedianya sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari lubuk 

tarantang, baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan 

belum pernah mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan 

untuk mengevaluasi kinerja pemerintah nagari. 
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2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nagari Lubuk Tarantang Tahun 2021 

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam proses 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Dalam mengelola 

anggaran pendapatan dan belanja nagari, pemerintah nagari dikatakan 

transparansi memenuhi standar kriteria dan indikator sebagai berikut: 

a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran  

Pengumuman kebijakan anggarang yang dimaksud adalah 

pengumuman/ pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan 

penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui media yang 

disediakan pemerintah nagari. Berikut penyampaian Bendahara 

Nagari Lubuk Tarantang: 

“setiap kebijakan anggaran tidak diumumkan sepenuhnya kepada 

masyarakat, kebijakan anggaran masyarakat hanya mengetahui 

garis besarnya saja. Kebijakan anggaran hanya di bahas secara 

intern antara pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan 

Nagari saja. Seperti dalam bidang pembangunan hanya 

disampaikan jumlah anggaran pada papan informasi 

pembangunan, namun RAB detail tidak disampaikan dalam papan 

informasi pembangunan tersebut” 

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 

 Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, dapat dilihat bahwa pemerintah Nagari Lubuk 

Tarantang tidak mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran 

kepada masyarakat. Pemerintah Nagari hanya membahas 
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kebijakan anggaran secara intern dengan Badan Permusyawaratan 

Nagari, sehingga masyarakat hanya mengetahui secara garis besar 

saja. Terlihat pada bidang pembanguan Pemerintah Nagari hanya 

menyampaikan jumlah anggaran pada papan informasi 

pembanguana, namun RAB detailnya tidak disampaikan dalam 

papan informasi pembanguan tersebut.  Hal ini tentu saja tidak 

sesuai dengan prinsip transparansi, karena tidak adanya 

keterbukaan Pemerintah Nagari tentang RAB detailnya kepada 

masyarakat. 

 

b) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Dokumen anggaran yang dimaksud adalah pemberian 

informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBNagari yang mudah diakses oleh masyrakat. 

Berikut penyampaian Bendahara Nagari Lubuk Tarantang. 

“informasi dokumentasi anggaran nagari telah dibuat dalam 

bentuk papan informasi APBNagari secara garis besar, dan selama 

ini pemerintah belum meyampaikan/ menyediakan wadah 

penyimpanan dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang 

bisa diakses oleh masyrakat karena kurangnya sarana prasaran 

yang dimiliki pemerintah Nagari Lubuk Tarantang, karana itu 

masyarakat menilai pemerintah nagari kurang terbuka dalam 

mengelola kegiatan”. 

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat 

informasi dokumen anggaran nagari dalam bentuk papan 

informasi APBNagari, namun dalam garis besar saja, hal inilah 
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yang menimbulkan masyarakat menilai Pemerintah Nagari Kurang 

terbuka dalam mengelola kegiatan. Pemerintah Nagari Lubuk 

Tarantang belum menyamapaikan/ menyediakan wadah 

penyampaian dokimen anggaran nagari secara menyeluruh karena 

kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Pemerintah Nagari 

Lubuk Tarantang. 

 

c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 

Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang sebagai berikut: 

“laporan keuangan nagari selalu dibuat dan disampaikan tepat 

pada waktunya, karena syarat pencairan dana selanjutnya dari 

rekening kabupaten ke rekening bendahara mengharuskan nagari 

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu baik itu laporan 

realisasi semester pertama  ataupun laporan penyampain dana 

desa/ pemebangunan” 

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat 

laporan pertanggungjawaban tepat waktu, karena syarat untuk 

pencairan dana berikutnya, dari rekening kabupaten ke rekening 

bendahara nagari, karena mengaharuskan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban tepat waktu. 
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d) Terakomondasinya suara/ usulan rakyat  

Berikut adalah wawancara Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang sebagai berikut: 

“setiap usulan masyarakat selalu tersampaikan secara baik melalui 

Musrembang nagari, setiap usulan masyarakat harus tetap sesuai 

dengan peraturan Bupati Sijunjung, karena tidak semua usulan 

masyarakat dapat ditampung dan bisa dijadikan perencanaan 

kegiatan pada APBNagari”. 

(Yusnita Roni, Wawancara 03 Februari di Kantor Wali Nagari 

Lubuk Tarantang) 

 

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang selalu menerima 

denangan baik setiap usulan masyarakat, dalam Musrembang 

Nagari, tetapi Pemerintah Nagari tidak bisa mewujudkan semua 

usulan masyarakat yang ditampun dalam perencanaan kegiatan 

APBNagari, karena semuanya tidak lepas dari peratuaran 

pemerintah pusat dan peraturan Bupati Sijunjung. 

 

e) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 

 Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuk 

Tarantang sebagai berikut: 

“informasi hanya berupa papan informasi yang pajang di depan 

Kantor Wali Nagari Lubuk Tarantang, sistem informasi publik 

yang menyapaikan secara langsung kepada masyarakat belum ada, 

baik itu dalam media lain seperti website karna Pemerintah Nagari 

belum memiliki sarana prasarana yang memadai, dan laporan 

realisasi kegiatan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat”. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang hanya 

memberikan informasi berupa papan informasi yang dipajang di 

depan Kantor Wali Nagari saja, untuk informasi dalam bentuk 

penyampaian langsung dan webseit belum ada dan laporan 

realisasi tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. 

 

Transparansi Pengelolaan APBNagari belum sepenuhnya 

diterpkan di nagari Lubuk Tarantang, masih ada indikator dari 

kriteria transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari. 

Indikator yang sudah diterapkan pemerintah nagari yaitu laporan 

pertanggungjawaban telah dibuat dan dilaporkan tepat waktu. 

Pemerintah nagari juga telah menerima setiap suara dan usulan dari 

masyarakat. 

Indikator transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah 

nagari lubuk tarantang adalah pemerintah nagari belum 

mengumumkan sepenuhnya kebijakn anggaran kepada masyarakat, 

pemerintah hanya membahas dengan Badan Permusyawaratan 

Nagari, sehingga   masyarakat hanya mengetahui secara garis 

besarnya saja.  Pemerintah nagari Lubuk Tarantang  juga belum 

menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampainan 

dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa diakses oleh 

masyarakat. Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang untuk informasi 

publik hanya memberikan informasi berupa papan informasi yang 

dipajang di depan Kantor Wali Nagari saja, yang berupa 

penyimpanan langsung kepada masyarakat belum ada dikarenakan 

sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah nagari. 
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3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang Tahun 2021 

Pengelolaan keuangan nagari merupakan kegiatan keseluruhan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari Lubuk Tarantang di mulai dari: 

a) Perencanaan  

Pemerintahan nagari setiap tahunnya diwajibkan menyususn 

anggaran pendapata dan belanja nagari . APBNagari merupakan 

sumberpembiayaan terhadap program pembangunan kebijakan 

yang telah dirumuskan untuk masa satu tahun yang akan 

diselenggarakan oleh pemerintah nagari, oleh karenanya program 

perencanaan dan kegiatannya, harus melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan dan menetukan pembanguna yang 

akan dilaksnakan, sehingga perencanaan dalam APBNagari 

benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyrakat. 

Berikut wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk Tarantang 

“untuk tahap perencanaan pertama kali dimulai dengan dengan 

Musyawara atau renbug jorong yang dialakukan untuk 

penerimaan usulan dari masyarakat. Setelah melakukan renbug 

jorong selanjutnya dilakukan musrenbang. Pada musyawarah ini 

akan di bentuk RKP dan setelah musrembang akan dibuat 

rancangan APBNagari oleh pemerintah Nagari. Rancangan 

APBN tersebut dibahas dengan BPN untuk dijadikan sebuah 

APBNagari Lubuk Tarantang” 

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 



73 

 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang tahap dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari dimulai dengan musyawarah panggalian gagasan 

yang dialkuakan pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk 

menampung segala bentuk usulan pembangunan, setelah 

melakuakn renbug joronng, akan dilakukan Musrenbang untuk 

pembentukan RKP dan rancangan APBNagari, dan Rancangan 

APBNagari akan dibahan BPN untuk dijadikan sebuah 

APBNagari Lubuk tarantang. 

 

b) Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBNagari 

dilaksnakana oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari. 

Berdasrkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam 

pelaksanaan yang dananya bersumber dari APBNagari,pada 

semua penerimaan dan pengeluaran nagari dilaksanakn melalui 

rekening nagari setiap penerimaan dan pengeluaran harus 

memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan kegiatan di 

nagari harus melibatkan masyarakat agar tercapainya tujuan 

pembangunan yang diinginkan. 

 Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang sebagai berikut:  

“pelaksanaan yang ada dalam APBNagari bersumber dari dana 

desa, alokasi dana desa, silpa tahun lalu. Kegiatan ini 

dialaksanakan oleh masing-masing PTPKN dengan membentuk 

Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) pada masing-masing bidang 

dengan melibatkan masyarakat. TPK menjalankan kegiatan 

pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala 
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seksi pembangunan dan kepala seksi bertanggungjawab kepada 

wali nagari”. 

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 

 Berdasarkan wawncara dengan Bendahara dengan Nagari 

Lubuk Tarantang, pelaksanaan terdpat dalam dalam APBNagari 

bersember dari  dana desa, alokasi dana desa dan silpatahun lalu. 

Pelaksanaan APBN yang ada di nagari lubuk tarantang 

dialaksnakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari 

(PTPKN) dengan melibatkan masyarakat tergabung dalam Tim 

Pelaksana Kegiatan dalam setiap bidang kegiatan. TPK akan 

bernggung jawab langsung pada kepala seksi pembangunan dan 

kepala seksi pembangunan akan bertanggungjawab langsung 

kepada Wali Nagari. 

 

c) Penatausahaan 

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, 

baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam suatu 

anggaran, kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun 

anggaran. Penatausahaan keuangan nagari dilakukan oleh 

Bendahara Nagari. 

 Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 

bahwa, Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap 

bulan secara tertib. Bendahara Nagari wajib 

mempertanggungjawabkan uang nagari melalui laporan 

pertanggungjawaban. Penatausahaan, penerimanaan dan 

pengeluaran menggunakan: 



75 

 

 

 

a) Buku kas umum  

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas 

yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara 

tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi 

perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. 

b) Buku kas pembantu pajak 

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu kas 

umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran dengan pajak. 

c) Buku bank  

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan 

pajak. 

 

 Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang sebagai berikut: 

“penatausahaan sudah melakukan dan diterapkan dengan baik 

sesuai dengan aturan perudang-udangan. Dalam penatausahaan 

tersebut sudah meliputi buku kas umum, buka kas pembantu, dan 

buku bank yang sudah terdapat dalam Sistem Keuanagan Desa. 

Namun terkadang terkendala karena keterlambatan SPJ yang 

diberikan TPK ke bendahara menyebabkan laporan dari 

bendahara terlambat ke Wali Nagari”. 

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 

 Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang, panatausahaan di nagari lubuk tarantang dilaksnakan 

dengan baik dan sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 

Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 
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2018. Hal ini dapat dilihat dari Bendahara Nagari yang sudah 

melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dan 

menggunakan buku kas umum dan buku kas pembantu pajak dan 

buku bank yang sudah ada terdapat dalam Sistem Keuangan 

Desa. Namun terkadang terkendala karena keterlambatan SPJ 

dari Tim Pengelola Kegiatan membuat Bendahara Terlambat 

dalam menyampaikan kepada Wali Nagari. 

 

d) Pelaporan 

 Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan 

pernyampaian laporan realisasi atau pelaksanaan APBNagari 

secara tertulis oleh Pemerintah Nagari kepada Bupati atau Wali 

Kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

peraturang perundang-undangan. 

  Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 

dinyatatakan Wali Nagari harus menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa Laporan semester 

akhir tahun. Laporan realisasi APBNagari semester pertama 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan 

dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat 

pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

  Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari 

Lubuk Tarantang sebagai berikut: 

“untuk laporan realiasasi pelaksanakan APBNagari baik lapaoran 

semester pertama maupun semester akhir tahun sudah dilaporkan 

tepat pada sesuai waktun yang ditentukan. Pada laporan semester 

pertama sudah dilaporakan paling lambat akhir bulan juli dan 

untuk semester akhir dilaporakan pada bulan januari tahun 

berikutnya”. 



77 

 

 

 

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 

  Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari 

Lubuk Tarantang, Pemerintah nagari Lubuk Tantang sudah 

melakukan pelaporan sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 

Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 

2018 yang mengaharuskan Wali nagari menyampaikan laporan 

realisasi pelaksanaan APBNagari kepada Bupati berupa laporan 

semester pertama dan semester akhir tahun tepat waktu. Laporan 

realisasi APBNagari disampaikan paling lamabat pada akhir 

bulan juli dan semester akhir disampaikan paling lampat laporan 

disamapaikan pada bulan januari tahun berikutnya. 

 

e) Pertanggungjawaban  

   Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

1) Wali Nagari menyampikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBNagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari 

terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan 

dan Peraturan Nagari. 

3) Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksnaan APBNagari dilempari dengan format laporan 

pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBNagari tahun 

anggaran berkenaan. 

  Berikut adalah wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang sebagai berikut: 
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“pertanggungjawaban nagari lubuk tarantang harus melalui 

musyawarah BPN terlebih dahulu. Baik itu laporan realisasi 

APBN ataupun realisasi dana desa. Setah adanya pengesahan 

dari BPN barulah laporan tersebut disampaikan kepada bupati 

setiap akhir tahun anggaran”. 

(Yunsnita Roni, Wawancara 03 Februari 2022 di Kantor Wali 

Nagari Lubuk Tarantang) 

 

  Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Nagari Lubuk 

Tarantang Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah 

memberikan pertanggungjawaban berupa realilisasi pelaksanaan 

APBNagari sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 

dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018, serta 

telah menyampaikan laporan Realisasi APBNagri setiap akhir 

tahun kepada Bupati. 

 

Dalam hal proses pengelolaan keuangan nagari, pemerintah 

nagari Lubuk Tarantang sudah menyusun dan mengelola keuangan 

nagari sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pemendagri Nomor 

113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 

2018. Melalui dari tahap perencanaan dari musyawarah penggalian 

gagasan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari ke jorong-jorong 

untuk menampung segala bentuk usulan pembangunan baik fisik 

maupun nonfisik hingga tahap pertanggungjawaban yang 

mengharuskan laporan Realisasi APBNagari disampaikan setiap 

akhir tahun kepada Bupati. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan  Belanja Nagari Lubuk Tarantang Tahun 

2021, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas Pengelolaan APBNagari. 

Akuntabilitas pengelolaan APBNagari yang dikelola oleh pemerintah 

nagari Lubuk Tarantang diterapkan dengan baik. Pemerintah nagari sudah 

menerapkan prinsip akuntabilitas,  namun masih ada beberapa indikator 

dan kriteria yang belum diterapkan. Pemerintah nagari sudah membuat dan 

menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

pelaporan pemerintah nagari Lubuk Tarantang telah menyampaikan 

laporan realisasi pelaksanaan APBNagari tepat waktu kepada Bupati 

Sijunjung. Dari segi pelayanan kepada masyarakat, pemerintah nagari 

Lubuk tarantang sudah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

masyarakat, kemudan dan kenyamanan dalam proses pelayanan setra 

keluhan dari masyarakat selalu direspon deng baik. Dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan, pemerintahan nagari lubuk tarantang 

sudah melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembanguan seperti 

menerima usulan dan masukan kepada pada saat rebug joron dan 

musrenbang nagari sampai pada pelaksanaan pembangunan seperti 

mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam Tim Pengelola Kegiatan. 

 Indikator akuntabiliatas yang belum diterapkan pemerintah nagari 

lubuk tarantang dalam pengelolaan APBNagari yaitu belum tersedianya 

sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari lubuk tarantang, baik itu 
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kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan belum pernah 

mengadakan musyawarah nagari yang dikhususkan untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah nagari. 

2. Trasparansi Pengelolaan APBNagari 

Transparansi Pengelolaan APBNagari belum sepenuhnya diterpkan di 

nagari Lubuk Tarantang, masih ada indikator dari kriteria transparansi yang 

belum diterapkan oleh pemerintah nagari. Indikator yang sudah diterapkan 

pemerintah nagari yaitu laporan pertanggungjawaban telah dibuat dan 

dilaporkan tepat waktu. Pemerintah nagari juga telah menerima setiap suara 

dan usulan dari masyarakat. 

Indikator transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah nagari 

lubuk tarantang adalah pemerintah nagari belum mengumumkan 

sepenuhnya kebijakn anggaran kepada masyarakat, pemerintah hanya 

membahas dengan Badan Permusyawaratan Nagari, sehingga   masyarakat 

hanya mengetahui secara garis besarnya saja.  Pemerintah nagari Lubuk 

Tarantang  juga belum menyampaikan ataupun menyediakan wadah 

penyampainan dokumen anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa 

diakses oleh masyarakat. Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang untuk 

informasi publik hanya memberikan informasi berupa papan informasi 

yang dipajang di depan Kantor Wali Nagari saja, yang berupa 

penyimpanan langsung kepada masyarakat belum ada dikarenakan sarana 

dan prasarana yang dimiliki pemerintah nagari. 

3. Proses pengelolaan APBNageri 

Dalam hal proses pengelolaan keuangan nagari, pemerintah nagari 

Lubuk Tarantang sudah menyusun dan mengelola keuangan nagari sesuai 

dengan aturan yang berlaku yaitu Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 dan 

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018. Melalui dari tahap 

perencanaan dari musyawarah penggalian gagasan yang dilakukan oleh 

pemerintah Nagari ke jorong-jorong untuk menampung segala bentuk 
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usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik hingga tahap 

pertanggungjawaban yang mengharuskan laporan Realisasi APBNagari 

disampaikan setiap akhir tahun kepada Bupati. 

 

B. Saran  

   Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Pendapatan Belanja Nagari Lubuk Tarantang 2021. 

Adapun saran yang ingin penulis berikan untuk Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang yaitu: 

1. Pada Anggaran tahun berikutnya pemerintah Nagari Lubuk Tarantang 

untuk bisa menyediakan sarana untuk menilai kinerja pemerintah nagari, 

baik itu kotak saran maupun sarana penilaian lainnya dan bisa untuk 

mengadakan musyawarah nagari yang dikuhususkan untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah nagari. 

2. Pada Anggaran tahun berikutnya Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang 

diharapkan untuk mengumumkan sepenuhnya kebijakan anggaran kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan 

kebijakan anggaran yang ada.  

3. Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang juga diharapkan untuk bisa 

menyampaikan ataupun menyediakan wadah penyampaian dokumen 

anggaran nagari secara menyeluruh yang bisa di akses masyarakat. 
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DAFTAR PERTANNYAAN WAWANCARA 

a) Akuntabilitas 

1. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyajikan informasi 

penyelengaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat  

a. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah membuat laporan 

realisasi pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan?  

b. Apakah pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyampaikan laporan 

realisasi pendapatan dan belanja tepat waktu kepada Bupati?  

2. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang telah memberikan 

pelayanan yang memuaskan bagi publik?  

3. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang telah meberi ruang bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan? 

4. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional?  

5. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan sarana 

bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah? 

b) Transparansi 

1. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan 

pengumuman kebijan Anggaran? 

2. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan sarana 

untuk mengakses dokumen laporan pertanggungjawaban yang mudah 

diakses oleh masyarakat?  

3. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyediakan laporan 

pertanggungjawaban yang tepat waktu?  

4. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang sudah menyediakan sarana 

untuk menerima suara dan usulan rakyat.  

5. Apakah Pemerintah Nagari Lubuk Tarantang menyediakan sistem 

pemberian informasi kepada publi? 
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c) Proses Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Tarantang. 

1. Bagaimana Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang? 

2. Bagaina Proses Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang? 

3. Bagaimana Proses Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang? 

4. Apakah Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lubuk 

Tarantang sudah tepat waktu? 

5. Bagaimana Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Nagari 

Lubuk Tarantang? 
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Lampiran 1Surat Tugas Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 2 Surat Keterangan 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Penetapan Tim Penyusunan RKP 
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Lampiran 4 Daftar Usulan RKP Nagari Lubuk Tarantang 
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Lampiran 5 Proposal Pembangunan Gedung PAUD 
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Lampiran 6 Proposal Pembanguana Tali Bandar Sai Paku 
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Lampiran 8 Proposal Jalan Usaha Tani
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Lampiran 9 Proposal Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Sidorejo 
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Lampiran 10 Proposal Pembukaan Jalan Usaha Tani Jorong Margo Rukun 
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Lampiran 12 Realisasi APBNagari Lubuk Tarantang tahun 2021 
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